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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI RE.JANG LEBONG 
NOMOR // TAHUN 2018 

TENTANO 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANO LEBONO NOMOR 5 TAHUN 
2017 TENTANO PEOOMAN PENATAUSAHAAN PENOELUARAN KEUANOAN 

DAERAH PAOA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
01 LINOKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANO LEBONO 

Menimbang 

Mengingat 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANO LEBONO, 

a. bahwa dalam nu,gl<a pela.ksanaan progrrun/kegiatan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupatcn 
Rcjang Lcbong, serta sebagai pedoman dalam melakukan 
penatausahaan pcngeluaran keuangan daerah, telah 
ditetapkan pedoman penatausa.haan pengeluaran 
keuangan daerah pada. Sa.tuan Kerja Perangkat Oaerah di 
L.ingkungan Pe1nerint.ah Kabupaten Rejang Lebong; 

b. bahwa sehubungan adanya perubahan mekanisme 
penatausahaan pcngeluaran keuangan daerah, maka 
Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah 
pada Saluan Kerja Perangkal Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu diubah 
untuk disesuaikani 

c. bahwa unruk melaksanakan ~<tentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf n dan hurur b, perlu mcnctapka.n 
Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah 
padB Satuan l{crja Pem.ngkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3886); 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tah<tn 1999 tentang 
Pcnyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas da.ri 
Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 I); 

3. Undang-Undang Nomor J 7 Tahun 2003 tenumg Kcuangan 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286): 

4. Undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlk 
1ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, 'T'ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

S. Undang-Undang Nomor I S Tahun 2004 tentang 
Pcmeriksaa.n Pengclolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerint.ah Dacra.h (Lernbaran Negara Rcpublik lndonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik I ndoncsia Nomor 4438); 

7 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Oaerah dan Ret.ribusi Oaerah (Lembaran NegC\ra Republil< 
J.ndonesia To..h un 2009 Nornor 130, Tombahan Lembaro.n 
Negara Republik Jndonesia Nomor 5049}; 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 t entang 
Pernbentukan Pemturan Perundang-undanga.n (Lembaran 
Negara RepubJik lndonesh:1. Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negar.\ Republik Indonesia Nomor 

5234); 
9 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pcmerintahan Oaerah sebaga.imana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
?.0 15 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahu.n 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); · 

JO. Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 1968 tentang 
Bcrlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemeri.ntahan di Propinsi Bengkulu 
(Lern.baran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2854); 
LJ. Peratura.o Pcmcrintah Nomor 14 Tahun 2005 tentangTata 

Cara Penghapusan Piu1ang Negara/Oaerah (1-em baran 
Negara Republik Jndonesia Tahuo 2005 Nomor 31, 
Tambahan Le.mbaran Nega_ra Republik Indonesia Nomor 

4488): 
12. Peraturan Pemcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502): 
I 3. Pera tu ran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 ten tang 

Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 
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Menctapkan 

14. Peraturan Pemerinto.h Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pcnge.lolaan Keuaoga,n Dae.rah (Lem'baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T-dhun 2010 Nomor 123, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Belita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata earn Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pcmbentukan dan Susuna,n Pcrangknt Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabu_paten Rejang 
Lebong Tahun 2016Nomor1 18); 

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Pokok­
Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang l<,bong Tahun 2017 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Nomor9). 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI RE.JANG LE:BONG 
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PE:NATAUSAHMN 
PENOE:LUARAN KE:UANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN RE.JANG LEBONG 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Le bong Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah pada Saluan Kerja 
Perangkat Oaerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita 
Oaerall Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 412), diubah sebagru 
berikut: 



I. Ketentuan "yat (I) Paoal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal2 

(1) Setelah penetapan Angga.ran Kas, PPKD selaku BU? dala~ ran_gka 
manajemen kas menerbitkan SPD setelah adanya pengaJUan da.n masmg­
masing SKPD. 

(2) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau 
dokumen lain yang d ipersamakan dengan SPD. 

(3) Dokumen yang harus dipersiapkan pada saat pengajuan SPO diteliti oleh 
Kuasa BUD mencakup : 
a . Surat Pengajuan SPD dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran; 
b. Serita Acara Rekonsiliasi SKPD dengan Bidang Akuntansi BPKD 

Kabupaten Rejang Lebong; 
c. Surat Pengesahan Pertanggungjawabrui Belanja Fungsional (SPJ 

Fungslonal) yang ditandatangani oteh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pcngguna Anggaran dan Bcndahara Pengeluaran SKPD/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Oaerah. 

(4) Kuasa BUD menerbitkan routing keter$ediaan Kas Daerah apabila dokumen 
yang dipersiapkan sebagaimana tercantum pada ayat (3) telah lcngkap. 

(5) Setelah penerbitan routing ketersediaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), Bidang Anggaran me.mpersiapkan SPD untuk ditandatangani 
oleh PPKD. 

2. Ketentua.n ayat (4) Pasal 5 diubah, schingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

PasalS 

( I) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukart oleh Bendahara Pengeluaran 
SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian di Lingkungan 
Sekretariat Oaerah untuk mempe1'0leh persetujuan dari Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPO dalam rangl<a ganti 
uang persediaan. 

(2) Dokumen SPP-G U sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) terdiri da.ri ; 
a. Surat Pengantar SPP-GU; 
b. Ringkasan SPP-GU; 
c. Rincian SPP-OU; 
d. Surat pengesahan laporan pertangguogjawaban Bendahara Pengeluaran 

SKPD/Bendahara Pengcluaran Pembantu pada Bagian di Lingkungan 
Sekretariat Daerah atas penggunaan dana. SPP-UP/GU/TU sebelu mnya· 

e. Salinan SPO; ' 
f. Surat pemyataan untu k ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak 
dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat 
pengajuan SP2D kepada Kua.sa BUD; dan 

g. J..ampiran lain yang diperlukan. 
(3) Pengisian kembali UP dapat dilakukan sesuai dengan rincian objek yang 

telah di SPJ-Kan, dan selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat 
pengisian kemb_ali (revolving)yaitu sebesar dana yang telah d i-SPJ-kan. 

(4) SPP-GU y~g. d1pergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai, nilai 
OU yang d1aJukan a pabila UP telah d1gunakan minimal 50% [lima puluh 
perscn) dari juflllil:h UP SKPD/Bagian di Lingkungan Sekretaria.t Oaerah 
sesua, dengan nilru yang tertera dalam larnpiran Keputusan Bupnti tentan 
penelapan besaran UP. g 
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(5) Pengajuan dana GU dapat dilakukan lebih dan satu Kall aau,m sa,u uu,w, 
dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan dana di Kas Daerah dan GU 
sebelumnya yang tclah di-SPJ-kan. 

(61 Sisa. dana dari pengajuan SPP-UP yang tidak dapat di-SPJ-kan, dapat segera 
disetor ke l<as Daerah. 

(71 Dana yang masih tersedia pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah pada 
akhir tahun anggaran, harus segera dilapor dan disetorkan kc Rekening Kas 
Daerah selambat-lambatnya tanggal yang ditetapkan melalui Surat Edaran 
BPKD. 

(81 Bukti setoran UP scbagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampirkan pada 
penyampaian SPJ akhir. 

(9) Pengajuan dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam ayat (II 
digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD/Bagian di 
Lingkungan Sekretariat Daerah yang barus dipertanggungjawabkan. 

Pasal n 

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mccnerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatan dalam Serita Daerah Ka bu paten Rejang Lebong. 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal .J ,1,.,.,. .. ; 2018 

BUPATI REJAl'IG LEBONG, 

Oiundangkan di Curup 
Pada tanggal ] °:f?/,,v.,,,- 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN Al'IG LEBONG, 
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H. R. A. DENNI 


